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DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

nbang

bahwa statistik nenpunyai peranan yang penting bagi
per encanaan, pel aksanaan, penmant auan dan eval uasi
penyel enggar aan berbagai kegi atan di segenap aspek kehi dupan
ber masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam penbangunan
nasi onal sebagai penganal an Pancasi | a.

bahwa dengan semakin neningkatnya kebutuhan dan ragam
i nformasi yang berkenbang seiring dengan kenajuan kehi dupan
bangsa, ilnmu pengetahuan dan teknologi serta neningkatnya
perm ntaan data ol eh instansi penerintah baik di pusat naupun
di daerah | enbaga swasta dan nasyarakat nenjadi kan statistik
sebagai informasi yang sangat di perl ukan.

bahwa Badan  Pusat Statistik nerupakan nenyel enggaraan
statistik dasar yaitu statistik pemanfaatannya ditujukan untuk
keperluan yang bersifat luas, baik bagi penerintah naupun
masyar akat ;

bahwa kebijakan nasional di bidang statistik dasar perlu
di susun dengan nenperhati kan aspirasi kebutuhan, dan peran
serta pengguna statistik sehingga hasil statistik dapat
di manf aat kan sebesar-besarnya unt uk kepenti ngan penerintah dan
masyar akat ;

bahwa sehubungan dengan dasar neni nbang sebagai mana di maksud
pada huruf a, huruf b, huruf c¢ dan huruf d serta dal am rangka
penguat an kel enbagaan Badan Pusat Statistik dipandang perlu
mengatur kenbali Badan Pusat Statistik dengan Peraturan
Pr esi den;

Mengi ngat

1
2.

Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik I ndonesia
Tahun 1945;

Undang- Undang Nonor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nonor 39, Tanbahan
Lenbaran Negara Republik | ndonesia Nonor 3683);

Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 125,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nonor 4437)
sebagai mana tel ah diubah dengan Undnag-undang Nonor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang Nonor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- undang
Normor 32 Tahun 2004 tentang Penerintah Daerah Menjadi Undang-
undang (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nonor
108, Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4548)
Per at ur an Pereri nt ah Nonor 51 Tahun 1999 t ent ang
Penyel enggaraan Statistik (Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Tahun 1999 Nonor 96, Tanbahan Lenbaran Negara Republik



| ndonesi a Nonor 3854);

MEMUTUSKAN:

Menet apkan:
PERATURAN PRESI DEN TENTANG BADAN PUSAT STATI STI K

BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS

Pasal 1

(1) Badan Pusat Statistik yang selanjutnya dalam Peraturan
Presiden ini disebut BPS adalah Lenbaga Penerintah Non
Departenen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Pr esi den.

(2) BPS di pi npin ol eh Kepal a

Pasal 2

BPS nenpunyai tugas nelaksanakan tugas penerintahan di bidang
kegi atan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 3

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di naksud dal am Pasal 2, BPS

menyel enggar akan f ungsi

a. pengkaji an, penyusunan dan perunusan Kkebijakan di bidang
statstik;

b Pengkoor di nasi an dan penyel enggaraan statisti k dasar;

C Penet apan dan penyel enggaraan statisti k dasar;

d. Penet apan sistem statistik nasional

e Penbi naan dan fasilitasi terhadap kegi atan instansi penerintah
di bidang kegi atan statistik dan

f. Penyel enggar aan penbi naan dan pel ayanan adm ni strasi unmum di
bi dang perencanaan unmum ket atusahaan, organisasi, tata
| aksana. Kepegawai an, keuangan, kearsipan, kehumasan hukum
per | engakapan dan runmah tanggga.

BAB ||
ORGANI SAS

Bagi an Kesatu
Susunan O gani sasi

Pasal 4

BPS terdiri dari

a. Kepal a

b. Sekretariat U ama

C. Deputi Bi dang Met odol ogi dan Informasi Statistik
d. Deputi Bidang Statistik Sosial



Deputi Bidang Statistik Produksi;

Deputi Bidang Statistik D stribusi dan Jasa
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik;
| nspekt orat W ans;

Pusat Pendi di kan dan Pel ati han;

| nstansi  Verti kal

TTFe e

Bagi an Kedua
Kepal a

Pasal 5

Kepal a nmenpunyai tugas nem npin BPS dal am nenjal ankan tugas dan
fungsi BPS.

Bagi an Keti ga
Sekretariat U ama

Pasal 6

(1) Sekreatriat U ama adal ah unsur penbantu pinpinan yang berada
di bawah dan bertanggung j awab kepada kepal a.

(2) Sekretariat Wanma dipinpin oleh Sekretariat U ama

Pasal 7
Sekretariat U ama nenpunyai tugas nengkoordi nasi kan perencanaan,
penbi naan dan pengendalian terhadap program admnistrasi dan
sunber daya di |ingkungan BPS.

Pasal 8

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di naksud dalam Pasal 7,
Sekretariat U ama nenyel enggar akan fungsi

a. pengkoor di nasi an, sinkronisasi dan integrasi di |ingkungan
BPS.

b. pengkoor di nasi an, perencanaan dan perunusan kebijakan teknis
BPS;

C. penbi naan dan pel ayanan adm ni strasi ket at ausahaan,

organi sasi, tata |aksana, kepegawai an, keuangan, Kkear si pan,
per | engkapan dan rumah tangga BPS;

d. penbi naan dan pel ati han, hubungan nasyarakat dan protokol di
I i ngkungan BPS;

e. pengkoor di nasi an penyusunan peraturan perundang-undangan yang
ber kai tan dengan tugas BPS; dan

f. pengkoor di nasi an dal am penyusunan | aporan BPS

Bagi an Keenpat
Deputi Bi dang Met odol ogi dan Informasi Statistik

Pasal 9

(1) Deputi Bidang Metodol ogi dan Informasi Statistik adal ah unsur
pel aksana sebagi an tugas dan fungsi BPS di bi dang netodol ogi



dan informasi statistik.
(2) Deputi Bidang Metodol ogi dan Informasi Statistik dipinpin oleh
Deput i

Pasal 10

Deputi Bidang Metodol ogi dan Informasi statistik nmenmpunyai tugas
mel aksanakan perunmusan dan pel aksanaan Kkebijakan di  bi dang,
nmet odol ogi dan informasi statistiKk.

Pasal 11

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di maksud dalam pasal 10,

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik nenyel enggarakan

f ungsi

a. perunusan kebijakan teknis pel aksanaan, penberian binbi ngan,
dan penbinaan di bidang pengenbangan netodol ogi sensus dan
survei, disemnasi statistik, dan sisteminformasi statistik;

b. pengendal i an terhadap kebijakan teknis di bidang pengenbangan
met odol ogi sensus dan survei disemnasi statistik dan sistem
informasi statistik

C. pel aksanaan pengenbangan netodologis sensus dan survei,
di sem nasi statistik. dan
d. pel aksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan ol eh Kepal a

Bagi an Kel i ma
Deputi Bidang Statistik Sosi al

Pasal 12

(1) Deputi Bidang Statistik Sosial adalah unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi BPS di bidang statistik
sosi al .

(2) Deputi Bidang Statistik Sosial dipinpin oleh Deputi.

Pasal 13

Deputi Bidang Statistik Sosial nenpunyai tugas nel aksanakan
perunusan dan pel aksanaan kebijakan di bidang statistik sosial

Pasal 14

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di maksud dalam Pasal 13,

deputi Bidang Statistik Sosial nenyel enggarakan fungsi

a. perunusan kebijakan teknis pelaksanaan, penberian binbingan
dan penbi naan di bidang statistik kependudukan, kesejahteraan
rakyat dan ket ahanan sosi al;

b. pengendal i an terhadap kebijakan teknis di bidang statistik
kependudukan, kesejahteraan rakyat dan ketahanan sosi al dan;

C. pel aksanaan pengenbangan statistik kependudukan, kesej ahteraan
rakyat, dan ketahanan sosial dan
d. pel aksanaan tugas sesuai kebijakan vyang ditetapkan ol eh

Kepal a.



Bagai an Keenam
Deputi Bidang Statistik Produksi

Pasal 15

(1) Deputi Bidang Statistik Produksi adalah wunsur pel aksana
sebagi an tugas dan fungsi BPS di bidang statistik produksi.
(2) Deputi Bidang Statistik Produksi dipinpin oleh Deputi.

Pasal 16

Deputi Bidang Statistik Produksi nenpunyai tugas nel aksanakan
perunusan dan pel aksanaan kebijakan di bidang statistik produksi.

Pasal 17

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di maksud dalam Pasal 16,

Deputi Bidang Statistik Produksi nenyel enggarakan fungsi

a. perunusan kebijakan teknis pelaksanaan, penberian binbingan
dan penbinaan di bidang statistik pertanian, kel autan
peri kanan, kehutanan, industri, pertanbangan dan penggali an,
energi dan konstruksi;

b. pengendal i an terhadap kebijakan teknis di bidang statistik

pert ani an, kel aut an, peri kanan, kehut anan, i ndustri,
pertanbangan dan penggal i an energi dan konstruksi;

C. pel aksanaan pengenbangan statististik pertanian, kel autan,
peri kanan, kehutanan, industri, pertanbangan dan penggali an
energi dan konstruksi dan;

d. pel aksanaan tugas sesuai kebijakan vyang ditetapkan ol eh
Kepal a.

Bagi an Ket uj uh
Deputi Bidang Statistik D stribusi dan Jasa
Pasal 18

(1) Deputi Bidang Statistik D stribusi dan Jasa adalah unsur
pel aksana sebagi an tugas dan fungsi BPS di bidang statistik
di stribusi dan jasa

(2) Deputi Bidang Statistik D stribusi dan Jasa dipinpin oleh
Deput i .

Pasal 19
Deputi Bidang Statistik D stribusi dan Jasa nenpunyai tugas
nmel aksanakan perunmusan dan pel aksanaan kebijakan di bi dang
statistik distribusi dan jasa.

Pasal 20

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di maksud dalam Pasal 19,
Deputi Bidang statistik D stribusi dan Jasa nenyel enggar akan fungsi

a. perunusan kebijakan teknis pel aksanaan, penberian binbi ngan,



dan penbi naan di bidang statistik perdagangan, harga, keuangan
dan j asa;

b. pengendal i an terhadap kebijakan teknis di bidang ststistik
per dagangan, harga, keuangan dan j asa;

C. pel aksanaan pengenbangan statistik per dagangan, har ga,
keuangan dan jasa dan
d. pel aksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan ol eh Kepal a

Bagi an Kedel apan
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik
Pasal 21

(1) Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik adalah unsur
pel aksana sebagi an tugas dan fungsi BPS di bidang neraca dan
analisis statistik.

(2) Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dipinpin oleh
Deput i

Pasal 22

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik menpunyai tugas
mel aksanakan perunusan dan pel aksanaan kebijakan di bidang neraca
dan analisis statistik.

Pasal 23

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di maksud dal am Pasal 22 Deputi

Bi dang Neraca dan Analisis Statistik nenyel enggarakan fungsi:

a. perunusan kebijakan teknis pelaksanaan, penberian binbingan
dan penbi naan di bidang neraca produksi, neraca pengel uaran
dan anali sis dan pengenbangan stati stik;

b. pengendal ian terhadap Kkebijakan teknis dibidang neraca
produksi, neraca pengeluaran dan analisis dan pengenbangan
ststistik;

C. pel aksanaan pengenbangan neraca produksi, neraca pengel uaran
dan anali si s;

d. pel aksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan ol eh Kepal a

Bagi an Kesenbi | an
| nspekt orat Ut ama

Pasal 24
(1) Inspekstorat U ama adalah unsur pengawasan yang berada di

bawah dan bertanggung j awab kepada Kepal a,
(2) Inspektorat U anma dipinpin ol eh I nspekstur W ana.

Pasal 25
| nspekt or at Ut ama menpunyai t ugas mel aksanakan pengawasan
fungsi onal terhadap pel aksanaan tugas di |ingkungan BPS

Pasal 26



Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di maksud dalam Pasal 25,
| nspekt orat Ut ama nenyel enggar akan fungsi

a. perunusan kebij akan pengawasan fungsional di |ingkungan BPS

b. pel aksanaan pengawasan ki nerja, keuangan, dan pengawasan unt uk
tujuan tertentu atas petunjuk Kepal a;

C. pel aksanaan urusan adm ni strasi | nspektorat U ang;

d. penyusunan | aporan hasil pengawasan; dan

e. pel aksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh
Kepal a.

Bagi an Kesepul uh
Pusat Pendi di kan dan Pel ati han
Pasal 27

(1) D lingkungan BPS dibentuk Pusat Pendidi kan dan Pel atihan
sebagai unsur penunjang tugas dan fungsi BPS

(2) Pusat Pendidi kan dan Pel ati han di pi npi n ol eh Kepal a Pusat yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala nel al ui
Sekretaris U ana.

Bagi an Kesebel as
| nstansi  Verti kal

Pasal 28

(1) Untuk nenyel enggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah di bent uk
instansi vertikal BPS, yang terdiri dari:
a. BPS Provi nsi ;

b. BPS Kabupat en/ Kot a.

(2) BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah
dan bertanggung j anab kepada Kepal a BPS.

(3) BPS Kabupat en/ Kota adal ah i nstansi vertikal BPS yang berada di
bawah dan bertanggung j awab kepada Kepal a BPS Provi nsi .

(4) Oganisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupat en/ Kot a
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPS setelah nendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung |awab
di bi dang pendayagunaan apar at ur negar a.

BAG AN KEDUA BELAS
LAI N- LAI N
Pasal 29

D lingkungan BPS dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu
sesuai dengan kebutuhan yang pel aksanaannya di | akukan sesuai dengan
ket ent uan perat uran perundang- undangan

Pasal 30

(1) Sekretariat Uama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro
masi ng-nmasing Biro terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Bagi an
dan nmasi ng-nmasing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga)
Subbagi an.

(2) Deputi terdiri dari paling banyak 3 (tiga) D rektorat
masi ng-nmasing Direktorat terdiri dari paling banyak 4 (enpat)



subdi rektorat masing-nmasing Bagian terdiri dari paling banyak
3 (tiga) seksi

(3) Inspektorat Uama terdiri dari paling banyak 3 (tiga)
| nspektorat dan 1 (satu) Bagian Admnistrasi. |nspektorat
menbawahkan kel onpok | abatan fungsional Auditord dan bagi an
Adm nistrasi terdiri dari paling bahyak 3 (tiga) Subbagi an.

(4) Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari 1 (satu) Bagian
Tata Usaha dan paling banyak 2 (dua) bidang Bagi an Tata Usaha
dan paling banyak 2 (dua) Subbagi an dan masi ng-nasi ng Bi dang
terdiri dari paling banyak 2 (dua) Subbi dang.

(5 BPS Propinsi terdiri dari 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan
paling banyak 5 (linma) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dar
paling banyak 5(linma) Subbagian dari masing-nmasing Bidang
terdiri dari paling banyak 3 (tiga). Seksi BPS Propinsi
menbawahkan kel onpok j abat an fungsi onal .

(6) BPS Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) Subbagi an Tata Usaha
dan paling banyak 5 (lima)  Seksi BPS Kabupat en/ Kot a
menbawahkah kel onpok j abat an fungsi onal .

BAB |11
TATA KERJA
Pasal 31

Senmua unsur dilingkungan BPS dal am nel aksanakan tugasnya wajib
mener apkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik
dal am Ii ngkungan BPS sendiri maupun dal am hubungan antar instans
peneri ntah bai k di pusat maupun di daerah

Pasal 32

Setiap pinpinan satuan organisasi wajib nelaksanakan sistem
pengendalian intern di |ingkungan nasing-nmasing yang nenungki nkan
t er| aksananya nekani sme uji silang

Pasal 33

Setiap pinpinan satuan organi sasi bertanggung jawab nem npin dan
mengkor di nasi kan bawahan nasi ng-nmasi ng dan nenberi kan pengaeahan
serta petunjuk bagi pel aksanaan tugas bawahan,

Pasal 34
Setiap pinpinan satuan organisasi wajib nengikuti dan nenatuhi
petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan nmasing-masing serta
menyanpai kan | aporan secara berkal a tepat pada wakt unya.

Pasal 35
Dal am nel aksanakan tugas setiap pinpinan satuan organisasi wajib
mel akukan penbi naan dan pengawasan terhadap satuan organi sasi di
bawahnya.

BAB | V



(1)
(2)
(3)

(4)

ESELON, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTI AN

Pasal 36
Kepal a, Sekretaris Uama, Deputi dan Inspektur U ama adal ah

j abatan eselon |.a.
Kepala Biro, D rektur, Kepala Pusat, |nspektur, dan Kepal a BPS

Provi nsi adal ah jabatan eselon |1.a.
Kepal a Bagi an, Kepal a Subdirektorat, Kepala Bi dang, dan Kepal a
BPS Kabupat en/ Kot a adal ah jabatan eselon I1l1a.

Kepal a Subbagi an, Kepala Seksi, dan Kepal a Subbi dang adal ah
j abatan eselon IV.a

Pasal 37
Kepal a di angkat dan di ber henti kan ol eh Presiden

Sekretaris UWama, Deputi, dan Inspektur U ama diangkat dan
di ber henti kan ol eh Presi den atas usul Kepal a.

Pej abat eselon |1 kebawah diangkat dan diberhentikan oleh
Kepal a.
BAB V
PEMBI AYAAN
Pasal 38

Segal a bi aya yang di perl ukan untuk pel aksanaan tugas BPS di bebankan
kepada Anggar an Pendapat an dan Bel anj a Negar a

(1)

(2)

(3)

BAB VI
KETENTUAN PERALI HAN
PASAL 39
Per at uran pel aksanaan Keputusan Presiden Nonor 103 Tahun 200
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lenbaga Penerintah Non Departenen
sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

peraturan Presiden Nonor 64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden
Nonor 110 Tahun 2001 tentang Unit Orgariisasi dan Tugas Esel on
dan Lenbaga Penerintah Non Departenen sebagainmana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor
52 Tahun 2005 yang nengatur nengenai BPS, nasih tetap berlaku
sepanj ang tidak bertentangan dan bel um di ubah dan/atau di ganti
dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pada saat nulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh
j abatan yang ada beserta pejabat yang nemangku jabatan di
i ngkungan BPS, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, tetap
nmel aksanakan tugas dan fungsi BPS sanpai dengan di atur kenbali
ber dasar kan Perat uran Presiden ini

Sanpai dengan terbentuknya organisasi BPS secara terinci
ber dasar kan peraturan Presiden ini, seluruh satuan organi sasi
di Iingkungan BPS, BPS provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota tetap
mel aksanakan tugas dan fungsi BPS.



BAB VI |
KETENTUAN LAI N- LAl N
Pasal 40

Ri ncian | ebi h | anjut nengenai tugas, fungsi, susunan organi sasi dan
tata kerja BPS ditetapkan oleh Kepala BPS setelah nendapat
persetujuan dari Ment eri yang bertanggung jawab di bi dang
pendayagagunaan apar at ur negara

BAB VI I |
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Dengan berl akunya Peraturan Presiden ini naka :
a. Ket entuan nengenai BPS sebagai nana diatur dalam Keputusan
Presi den Nonor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Oganisasi, dan Tata Kerja, Lenbaga

Penerintah Non Departenen sebagaimana telah beberapa Kkal
di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor 64 Tahun 2005;

b. Ketentuan nengenai Unit Oganisasi dan Tugas Eselon | BPS
sebagai mana di atur dal am Keputusan Presiden Nonmor 110 Tahun
2001 tentang Unit O gani sasi dan Tugas Esel on/ Lenbaga
Penerintah Non Departenen sebagaimana telah beberapa Kkal
di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nonor 52 Tahun 2005,
di cabut dan di nyat akan tidak berl aku

Pasal 42
Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Novenber 2007
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
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